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Abstrak
Jurnal ini mengeksplorasi mengenai dinamika dan proses kandidasi calon Legislatif pada pileg serentak 2019. Salah satu hal yang terlihat fenomenal dalam Pileg serentak tahun 2019 ialah meningkatnya jumlah kandidat yang masih berusia muda terpilih di berbagai daerah tentunya tidak terlepas dari prosesi tahap kandidasi. perubahan konstelasi sistem Pemilu saat ini memberi ruang pada siapa saja untuk menjadi pemimpin.  Dengan menggunakan pendekatan deskriptif  kualitatif, saya cukup relevan menggambarkan realitas yang terjadi dalam proses kandidasi tersebut. Dengan menggunakan Teori Kandidasi dari Richard E. Matland yang melihat ada tiga tahapan dalam proses kandidasi yakni seleksi diri, seleksi partai, dan seleksi pemilih. Hasil tulisan ini menunjukkan bahwa motivasi terbesar datang dalam Kandidasi  Calon Legislatif yang sadar akan kualitas dan potensi yang dimilikinya. Mampu menembus barikade pencalonan dengan memiliki komunikasi politik yang baik dengan petinggi partai politik patut diacungi jempol, Teori Kandidasi Richard E. Matland menyederhanakan proses seleksi dari partai politik dalam lingkup pelacakan motivasi dan proses kandidasi ini maka untuk menjelaskan proses kandidasi melalui seleksi partai politik. 










Pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) menjadi indikator dalam sistem demokrasi karena rakyat dapat berpartisipasi dalam menentukan pilihan politiknya terhadap pemerintahan dan negaranya. Melalui pemilu rakyat bisa memilih para wakilnya untuk duduk dalam parlemen maupun struktur pemerintahan. Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia pemilu menjadi upaya nyata dalam mewujudkan tegaknya demokrasi dan merealisasikan kedaulatan rakyat dengan prinsip jujur dan adil, bebas dan rahasia. Pemilu juga menjadi sarana lima tahunan pergantian kekuasaan dan kepemimpinan nasional, dimana partai politik dapat saling berkompetisi untuk mendapatkan. Simpati rakyat dalam memperoleh kekuasaan politik (legislatif, eksekutif) yang legitimasinya sah secara undang-undang  dan konstitusional. Sebagai pemegang kedaulatan, maka rakyat yang menentukan corak dan cara serta tujuan apa yang hendak dicapai dalam kehidupan kenegaraan. Hal ini menunjukkan bahwa rakyat berkuasa secara independen atas dirinya sendiri. Selain itu, pentingnya pemilu dalam negara demokrasi senada dengan tujuan penyelenggaraan pemilihan umum itu sendiri, yaitu membuka peluang untuk terjadinya pergantian pemerintahan sekaligus momentum untuk menguji dan mengevaluasi kualitas dan kuantitas dukungan rakyat terhadap keberhasilan dan kekurangan pemerintah yang sedang berkuasa. (Haris, 2015:  hlm.13)
Salah satu agenda penting yang patut untuk mendapat perhatian lebih dalam Pemilu 2019 nanti adalah pemilihan anggota legislatif. Meski dinamika yang tersaji tidak sepanas dalam persaingan antara kandidat capres-cawapres.
Dinamika dan proses kandidasi pencalonan anggota badan legislatif merupakan salah satu proses dan tahap penting dalam pemilihan umum, termasuk di Indonesia. Melalui proses pencalonan secara teoretis bertemu kepentingan partai-partai politik di satu pihak, dengan aspirasi dan kepentingan rakyat di pihak lain. Oleh karena itu, para calon anggota legislatif (caleg) pada hakikatnya merupakan "wakil rakyat" yang memperoleh mandat untuk memperjuangkan kepentingan para pemilihnya di badan legislatif. Namun dalam praktik pemilu di Indonesia, rakyat pemilih sebagai subyek dalam proses politik dan pihak yang diwakili oleh partai-partai di Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR ) tingkat nasional maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di tingkat lokal. (Syamsudin, 2005: hlm. 1)
Demokratisasi saat ini di Indonesia dalam 2019  ini, memasuki tahapan penting seiring dengan sejumlah terobosan kelembagaan yang dijalankan. Institusionalisasi demokrasi itu, khususnya dalam hal penyelenggaraan Pemilihan  legislatif  baik di  level pusat maupun lokal, tentunya membawa konsekuensi yang kiranya menarik untuk dicermati. Sejumlah terobosan yang telah ditetapkan oleh lembaga-lembaga formal negara diantaranya penyelenggaraan Pemilu legislatif dan eksekutif secara serentak yang mulai  diberlakukan pada 2019, Alasan yang mendasari sejumlah terobosan itu umumnya berkutat pada pertimbangan efisiensi biaya politik dan meminimalisir potensi pelanggaran yang kerap terjadi. Diantara sejumlah terobosan institusional pemilu adalah pertimbangan normatif maupun teknis dalam proses persiapan maupun pelembagaan aturan terkait pelaksanaan pileg serentak, khususnya dalam momentum pertama kali diselenggarakan pada 2019 ini. (Sutoro Eko, 2003)
Pemilu sering disebut sebagai ajang pesta demokrasi rakyat yang menjadi cerminan ikut andilnya rakyat dalam menentukan pemimpin dan arah perkembangan bangsa. Namun dalam perkembangannya pemilu di Indonesia masih banyak kekurangan dan menjadi pekerjaan rumah yang perlu diperbaiki bersama oleh seluruh elemen bangsa.Perubahan model sistem pemilu dari pemilu ke pemilu berikutnya tentu menjadi hal yang dibutuhkan, hal ini dikarenakan perkembangan dan situasi perpolitikan bangsa Indonesia yang terus berubah. Masih banyak sebagian masyarakat yang menilai bahwa selama ini pemilu hanya sebagai agenda rutinitas lima tahunan yang menghabiskan uang rakyat, sementara hasil dari pelaksanaan pemilu itu sendiri belum mampu menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Anggapan seperti ini tentunya menjadi masukan bagi penyelenggara pemilu untuk lebih baik dalam melaksanakan agenda pemilu di masa yang akan datang.  
Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013 yang mengabulkan sebagian permohonan uji materi (Judicial Review) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan Effendi Gazali, aturan pemilu serentak ini muncul, keluarnya putusan MK ini merupakan salah satu terobosan hukum baru.
Dimana dalam putusannya MK menyatakan: Pasal 3 Ayat (5), Pasal 12 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 14 Ayat (2),  dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (inkonstitusional). Dari rangkaian ketentuan yang dinyatakan kehilangan validitas konstitusional tersebut, MK menegaskan, pemilihan umum presiden dan wakil presiden harus dilaksanakan serentak dengan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD. Dengan putusan ini, ketentuan bahwa Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pemilu Presiden) dilaksanakan setelah Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD (Pemilu Legislatif) adalah inkonstitusional, dalam diktum kedua dari putusan Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa putusan pemilu serentak akan diterapkan pada pemilu 2019 . (Konstitusi, UU Nomor 42 Tahun 2008 : hlm. 132)
Putusan MK merupakan putusan final, bagian yang menarik dari putusan MK tersebut adalah pelaksanaannya baru bisa dilaksanakan pada pemilu 2019 mengingat  pelaksanaan persiapan pemilu 2014 waktu itu sudah mulai berjalan. Apabila pemilu serentak 2019 dapat dilaksanakan maka akan menjadi sejarah Indonesia untuk pertama kalinya pemilu dilaksanakan secara bersamaan.Rancangan UU Pemilu 2019 telah disahkan oleh DPR dan Pemerintah, banyak kalangan yang merasa kurang puas dengan isi undang-undang tersebut kemudian mengajukan uji materi ke MK. Sedikitnya ada lima isu-isu krusial dalam UU Pemilu yang menjadi perdebatan elit politik pada saat paripurna di DPR yaitu: ambang batas presidential (presidential threshold), ambang batas parlemen (parliamentary threshold), alokasi kursi anggota DPR per daerah pemilihan (dapil). ( ibid : hlm. 145)
Ketika MK kemudian memutuskan untuk penyelenggaraan pemilu serentak, putusan MK masih belum putusan operasional yang menjawab kerisauan-kerisauan atas banyaknya penyelenggaraan pemilu di atas. Mungkin alasan agar tidak jenuh, bisa terjawab oleh pemilu serentak ini, juga mungkin soal efisiensi dalam penyelenggaraan. Terlepas dari itu, penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019 sesuai putusan MK masih belum mengatur operasionalisasi yang bisa memperkuat sistem presidensial, karena pemilu serentak putusan MK adalah pemilu yang lebih tepatnya diserentakkan. Ini  yang kemudian tidak mengakibatkan munculnya coattail effect.  
Menurut Madariaga, coattail effect ini secara teori sebenarnya mengatur hubungan sequential dimana partai yang menjadi pemenang pada pemilu legislatif adalah partai dimana presiden dan wakil presiden terpilih berasal.  
Dari berbagai persoalan diatas,pemilu serentak 2019 tentu menjadi tantangan dan peluang bagi seluruh elemen bangsa dalam perbaikan sistem politik dan demokrasi di Indonesia. Agar pemilu serentak 2019 dapat terlaksana dengan baik diperlukan kesungguhan dari pemerintah dan anggota parlemen untuk tidak terjebak dalam permainan politik yang oportunis dan pragmatis, penyelenggaraan pemilu serentak 2019 harus menjadi referensi sistem pemilu baru di Indonesia. (Husein, 2014: hlm 31)
Maka dari itu saya sangat tertarik menulis sebagai upaya melihat aspek-aspek Dinamika dan proses kandidasi  calon legislatif pada pileg 2019  dan  apa yang perlu dilakukan dalam suksesi pelaksanaan pemilu serentak 2019.  
Dari uraian latar belakang di atas maka dapat diidentifikasi permasalahan pokok yaitu Bagaimana Dinamika Dan Proses Kandidasi Calon Legislatif Pada Pileg Serentak 2019?
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Kerangka Teoritik dan Konsep
Dalam suatu negara Demokrasi rakyat memegang kekuasaan tertinggi, artinya kedaulatan dalam negara berada di tangan rakyat. Demokrasi yang dipraktekkan disemua negara yang mengaku negara demokratis sudah dapat dipastikan berupa demokrasi perwakilan, bukan lagi demokrasi langsung yang pernah dipraktekan pada negara Yunani Kuno dahulu. Konsekwensi dari sistem demokrasi perwakilan adalah harus diadakannya  pemilu yang ditujukan untuk memilih wakil rakyat.
Pemilu adalah suatu proses dimana para pemilih untuk memilih orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan politik beraneka ragam mulai dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)  tingkat nasional maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di tingkat local dan diberbagai tingkat pemerintahan. (Azhari, 2002: hlm 98)
Melalui pemilu rakyat memilih wakil-wakilnya untuk duduk dalam parlemen dan struktur dalam pemerintahan. Dalam berbagai negara, peranan pemilu bisa beragam, tetapi tujuannya tetap satu yaitu memilih wakil rakyat. Pemilu bisa digunakan hanya untuk memilih anggota parlemen saja, tetapi padabeberapa negara, pemilu ditujukan juga untuk memilih para pejabat tinggi negara. (Ibid :106)
Dengan adanya pemilu yang demokratis karena pelaksanaan kedaulatan rakyat berjalan dengan alami tanpa manipulasi yang mengakibatkan suara-suara rakyat yang memilih dalam pemilu menjadi suara yang tidak disadari kesadaran dan kematangan pilihan. 
Kandidasi Pencalonan Legislatif adalah  Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2019 (Legislatif 2019 atau Pileg 2019) diselenggarakan secara serentak di hampir seluruh wilayah Indonesia pada tanggal 17 April 2019.
1.	Partai Politik
Partai Politik Menurut Carl Friedrich. Partai politik merupakan sekelompok manusia yang terorganisir yang stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan pemerintahan bagi pimpinan partai dan berdasarkan penguasaan ini akan memberikan manfaat bagi anggota partainya, baik idealisme maupun kekayaan material serta serta perkembangan lainnya.
Menurut Roger Soltau. Sekelompok warga negara yang terorganisir yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih, bertujuan untuk menguasai pemerintahan dan melakukan kebijakan sendiri.
Menurut Miriam Budiardjo. Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama, tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan berebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan mereka. (Ibid: 77-78 )
Menurut penulis sendiri partai politik adalah sekelompok orang yang memiliki ideologi yang sama, berniat merebut dan mempertahankan kekuasaan dengan tujuan untuk memperjuangkan kebenaran, dalam suatu level (tingkat) negara.
2.  Kampanye Politik  
Kampanye politik adalah periode yang diberikan oleh panitia pemilu kepada semua kontestan, baik partai politik maupun perorangan, untuk memaparkan program-program kerja dan mempengarui opini publik sekaligus memobilisasi masyarakat agar memberikan suara kepada mereka yang sewaktu pencoblosan.   
Dalam kampanye terdapat dua hubungan yang akan dibangun, yaitu internal dan eksternal. Hubungan internal adalah suatu proses antara anggota-anggota partai dan pendukung untuk memperkuat ikatan ideologis dan identitas mereka. Sementara hubungan eksternal dilakukan untuk mengkomunikasikan image yang akan dibangun kepada pihak luar partai, termasuk media massa dan masyarakat secara luas. Karena image politik perlu didukung oleh konsistensi aktivitas politik jangka panjang, kampanye pun harus dilakukan secara permanen dan tidak terbatas pada menjelang pemilu saja. (Firmanzah, 2010: 217)
Melalui proses kampanye permanen, marketing politik menjadi suatu konsep pengelolaan strategi dan aktivitas politik yang terkait dengan kebijakan dan program kerja suatu partai politik tersebut. Sementara itu aktivitas marketing politik tidak hanya difokuskan pada pengumpulan infomsi  yang bersifat jangka pendek selama periode pemilu, tetapi juga pada proses jangka panjangnya untuk kedepan.
3.  Kandidasi
Politik Dalam iklim politik yang penuh dengan persaingan terbuka dan transparan, kontestan memerlukan suatu metode yang dapat menfasilitasi mereka dalam memasarkan inisiatif politik, gagasan politik, isu politik, ideologi, karakteristik calon, serta program kerja pada masyarakat. Agar seorang kontestan dapat memenangkan pemilihan umum, ia harus dapat membuat pemilih berpihak dan memberikan suaranya. Hal ini hanya akan bisa dicapai apabila kontestan memperoleh dukungan yang luas dari pemilih. Maka dari itu pendakatan marketing muncul sebagai suatu pendekatan baru dalam ilmu politik yang mampu menjawab kebutuhan strategi yang dapat menghasilkan kemenangan dalam pemilu. (Ibid, : 145)
Menurut Richard E. Matland yang melihat ada tiga tahapan dalam proses kandidasi yakni seleksi diri, seleksi partai, dan seleksi pemilih. (Nurhajizah, 2017: 96) Salah satu fungsi partai politik adalah melakukan Pencalonan politik, yaitu merekrut  orang-orang untuk menjadi anggota partai dan aktif dalam aktivitas partai, serta menyeleksi anggota-anggota partai yang berbakat untuk dipersiapkan menjadi calon-calon pemimpin. (Haryanto, 1982: 93-94 )Pencalonan partai politik adalah untuk mengetahui beberapa hal terkait lokus  dari kekuasaan partai politik yang sesungguhnya. Pada umumnya cara yang ditempuh partai politik adalah dengan menarik golongan muda untuk di didik dan dijadikan kader yang kemudian nantinya disiapkan untuk menjadi calon-calon pemimpin. (Nurhajizah, 2017: 99)
Teori Pencalonan Politik adalah suatu proses dimana terjadi penseleksian calon-calon masyrakat yang dipilih untuk menempati kursi-kursi penting didalam peranan politik, termasuk dalam jabatan birokrasi dan jabatan administrasi. (Joko, 2005: 200-203)
4.  Rekrutmen Partai Politik
	Menurut Michael Rush dan Philip Althoff model Pencalonan politik meliputi lima proses kegiatan, yaitu: penyediaan dan permintaan, agensi, kriteria, kontrol, dan tuntutan. Daya penyediaan dan permintaan dipengaruhi oleh berbagai lembaga yang berfungsi sebagai agensi perekrutan politik, kriteria yang mungkin digunakan, dan oleh kadar sejauh mana proses itu dapat dikontrol. Agensi perekrutan politik menetapkan beraneka ragam kriteria, meliputi ciri-ciri dan keterampilan yanag mereka anggap layak dan harus dikuasai oleh calon pejabat yang bersangkutan. kriteria ini, tentu saja akan mencerminkan permintaan yang merupakan representatif atas tuntutan dan harapan masyarakat, tetapi mereka juga akan mempengaruhi sistem pengadaan, sehingga proses kontrol akan semakin ketat dan kompetitif.
Secara ideal teori marketing politik yang paling sesuai dengan proses sukses pada pemilu adalah berdasarkan konsep pendekatan marketing politik adalah proses yang menawarkan kapada para politisi untuk dapat mengefektifkan penyusunan produk politik, segmentasi politik, positioning politik, komunikasi politik, dan kampanye politik. Dimana dengan itu diharapkan publik akan merekam semua aktifitas politik dan keberpihakan kepada masyarakat yang telah dilakukan baik oleh kontestan. 
Dalam pemasaran politik khususnya dalam pemilu, masyarakat sebagai sasaran potensial bukanlah sebuah kumpulan individu yang memiliki kesamaan nilai, keinginan, aspirasi, perilaku dan kemampuan dalam memilih. Sehingga perlu membuat kategorisasi perilaku mereka dalam kelompok-kelompok atau segmen.
Segmentasi dalam pemasaran politik dapat memperlihatkan pembagian pemilih dalam kelompok-kelompok dengan spesifikasi pembagian kelompoknya. Segmentasi pemilih dapat menjadi media yang membantu untuk memberikan persyaratan tertentu yang sesuai dengan kriteria kesuksesan pemasaran politik.
Konsep yang sangat penting di dalam aktivitas pemasaran adalah  segmentasi  pasar. Dengan kata lain proses pengelompokan pasar disebut dengan segmentasi dan kelompok yang dihasilkan disebut sebagai segmen. Para  komunikator politik harus mempunyai kemampuan untuk mengemas dan mengkomunikasikan pesan poltiknya yang disesuaikan dengan  audience yang tepat. Segmentasi yaitu pengelompokan pemilih (voters) menurut karakteristik yang ada di masyarakat.Segmentasi berfungsi untuk menyusun program kerja partai dan kandidat, terutama cara berkomunikasi dan membangun interaksi dengan masyarakat.  
Dari sisi masyarakat, segmentasi pemilih juga akan menjamin bahwa kepentingan dan tujuan politiknya akan terwakili dengan organisasi politik. Dengan adanya segmentasi politik, suatu organisasi politik akan mampu mengidentifikasi semua elemen yang ada di dalam masyarakat. (UMM, 2006:42)
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dididik dan dicalonkan menjadi calon anggota legislatif dan masyarakat umum (WNI) juga bisa mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif yang selanjutnya harus melalui beberapa proses politik dan mekanisme partai yaitu dengan mendaftarkan diri di Dewan Pimpinan Cabang maupun bisa minta rekomendasi keberbagai partai.
Kemudian bakal calon tersebut mengisi formulir pendaftaran selanjutnya melengkapi persyaratan administrasi sesuai UU tahun 2019 tentang pencalonan legislatif, Selanjutnya bakal calon akan diseleksi oleh tim seleksi yang sudah dibentuk oleh Dewan Pimpinan Cabang yang juga tim seleksi itu sendiri adalah pejabat struktural partai, kemudian tim seleksi akan melakukan rekam jejak dari  bakal calon tersebut dan juga melakukan beberapa wawancara untuk mengetahui kedalaman wawasan tentang sistem politik serta tim seleksi juga akan melakukan tes psikotes dan psikologi guna mengetahui kepribadian bakal calon tersebut selanjutnya juga akan dilakukan penggalian potensi dan kompetensi bakal calon tersebut dengan indikator popularitas, elektabilitas, profesionalitas serta loyalitas terhadap negara, masyarakat, dan juga partai politik. Dan selanjutnya tim seleksi akan melakukan rapat pleno dalam penentuan kelayakan bakal calon yang akan dicalonkan sebagai calon anggota legislatif dan hasilnya calon-calon tersebut akan akan secara otomatis menjadi kader partai dan dilakukan diklat untuk mendalami secara detail tentang sistem politik, kepemimpinan, dan pendidikan loyalitas terhadap partai. Tahap terakhir adalah penentuan daerah pilihan dan nomor urut yang akan di tentukan oleh Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai kabupaten, disesuaikan domisili calon anggota legislatif tersebut. (Koirudin, 2004:1 )
	Proses pengajuan daftar  calon   anggota DPR serta DPRD provinsi dan kabupaten/kota dari partai politik peserta Pemilu 2019 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 4-17 Juli 2018 telah usai dilaksanakan. Hanya beberapa partai politik yang melakukan pendaftaran sebelum 17 Juli 2018. Sisanya, partai politik mendaftarkan bakal calon anggota legislatif ( caleg) menjelang batas waktu yang telah ditetapkan, yaitu pukul 24.00.
	Dari pemilu ke pemilu, hal ini seperti ini selalu terjadi. Tak ada yang berubah. Keterlambatan datangnya nomor urut juga menjadi salah satu faktor hambatan di internal partai politik itu sendiri. Mekanisme rekrutmen para calon legislatif di masing-masing partai politik juga tampaknya kurang disiapkan dengan matang. Tak dapat dimungkiri, sejauh ini banyak syarat yang tak  tercantum dalam aturan perundang-undangan, tapi nyata adanya. Seperti pada penentuan nomor urut dan pembagian daerah pemilihan.  
	Bukan rahasia lagi, ketidakterbukaan sistem informasi mengenai penomoran dan zonasi dapil ini, menjadi tanda tanya besar, mengapa ketertutupan ini harus terjadi? Kadangkala kita berpikir mungkinkah proses rekrutmen tersebut ada transaksi politik yang mengakibatkan maraknya fenomena mahar dalam penentuan caleg. Tampaknya, hanya segelintir partai politik yang melakukan rekrutmen bakal caleg secara terbuka. Banyak para calon legislatif yang melakukan penguatan kapasitas dalam berpolitik untuk mempersiapkan diri menjadi wakil rakyat.Sepertinya bisa dihitung dengan jari. Padahal, idealnya menjadi wakil rakyat itu tidak cukup dengan kelengkapan persyaratan administratif, tetapi juga harus diimbangi dengan kemampuan intelektualitas dan integritas memadai. Tak sedikit pula partai politik yang pada akhirnya mengambil jalan pintas dalam proses rekrutmen caleg.
	Mekanisne penjaringan calon anggota legislatif. Pada masing-masing partai politik memberikan syarat-syarat tersendiri bagi bakal Calon Anggota Legislatif untuk menjadi Calon Anggota Legislatif yang mewakili partai politik yang akan didaftarkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Syarat pada masing-masing partai politik pastilah berbeda satu sama lain dengan kriteria-kriteria khusus. Ideologi partai politik menjadi kriteria tersendiri dalam menentukan syarat bagi bakal caleg yang ingin menjadi caleg di partai politik. Beberapa syarat baku  atau mutlak yang diterapkan oleh pemerintah untuk syarat menjadi anggota partai politik yakni, Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, BAB VII, Bagian Kesatu tentang Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Pasal 51 menulis syarat bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah   : 
1.	Warga Negara Indonesia (WNI) dengan persyaratan, 
2.	Telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih.  
3.	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.  
4.	Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.  
5.	Cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia. 
6.	Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau pendidikan lain yang sederajat.  
7.	Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.  
8.	Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
9.	mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. 
10.	Sehat jasmani dan rohani.  
11.	Terdaftar sebagai pemilih.  
12.	Bersedia bekerja penuh waktu.  
13.	Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada  badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.  
14.	Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  
15.	Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara.  
16.	Menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu.  
17.	Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan  
18.	Dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.Berikut ini tahapan proses Kandidasi Pencalonan Anggota Legislatif oleh Partai Politik di masing-masing Partai Politk.
1.  Partai Golongan Karya (Golkar)  Terkait dengan proses Kandidasi Pencalonan Anggota Legislatif oleh  Partai Golkar  lebih  banyak mengoptimalkan potensi kader internal Partai Golkar maupun  HASTA KARYA organisasi yang mendirikan atau didirikan Partai Golkar sehingga dalam perekrutan Calon Anggota Legislatif di Partai Golkar mengambil dari kader Partai Golkar sendiri. Tanpa mengambil  atau mencomot kader dari luar partai Golkar. Dalam penentuannya sendiri di Partai Golkar menjelang pemilu legislatif dibentuk yang namanya tim 9 : tim ini yang nantinya menyeleksi bakal Calon Anggota  Legilatif dari partai Golkar. Tim 9 Partai golkar beranggotakan ketua, sekretaris dan para wakil ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar.
2. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)  Partai Kebangkitan Bangsa lebih melakukan pendekatan kultural  dalam  kandidasi pencalonan anggota legislatif  oleh  Partai Kebangkitan Bangsa tidak seperti kebanyakan partai lain yang lebih mengedepankan kontrak politik bersifat finansial di depan. Partai Kebangkitan Bangsa  lebih mengedepankan ketokohan berbasis agama dan kultural dalam proses pencalonanya anggota legislatifnya. PKB membentuk tim Badan Pemenangan Pemilu dalam upaya menyeleksi  calon anggota legislatif yang di dalamnya terdiri  dari unsur penasehat Nahdatul Ulama, unsur akademisi, dan pimpinan Partai Kebangkitan Bangsa. Yang mana model perekrutan berdasarkan ranking yang  dilakukan Bappilu dalam menyeleksi calon anggota legislatif.
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kandidasi Pencalonan Anggota Legislatif oleh Partai Demokrasi  Indonesia Perjuangan (PDIP) lebih bersifat bottom up lain dari kebiasaan partai politik kebanyakan model perekrutannya dengan model top down. Tetapi layaknya partai lawas kebanyakan, PDIP tidak mengambil Calon Anggota Legislatif dari luar kader PDIP. Pengkaderan PDIP lebih banyak di Ranting tingkat desa/kelurahan bahkan RW sebagai poros pengkaderan dan perekrutan politik khususnya Calon Anggota Legislatif PDIP tidak memandang kader ranting maupun pengurus DPC yang terpenting bisa bersaing memperjuangkan aspirasi  rakyat dia yang dipilih.
4.   Partai Demokrat Dalam pola Kandidasi Pencalonan Anggota Legislatif oleh Partai Demokrat. Terdapat tim yang di bentuk yang  hampir di kebanyakan partai politik memakai tim ini yakni Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu). Namun, tim ini tetap berada dalam  kontrol ketua DPC partai Demokrat dan lebih  menekankan pada merekrut kader-kader internal dari partai Demokrat  sendiri. Namun, yang menjadi catatan disini Calon Anggota Legislatif yang maju lewat Partai Demokrat harus kuat dari sisi finansial yang paling utama baru kedua dan seterusnya dari sisi ketokohan, sisi  loyalitas terhadap partai dll. Dari segi tersebut, partai Demokrat tidak menutup kemungkinan untuk merekrut caleg  dari eksternal yang kuat  dari sisi kemampuan finansial.
5.  Partai Nasional Demokrat (NASDEM)  Proses Kandidasi Pencalonan Anggota Legislatif oleh Partai  Nasdem lebih mengedepankan  model rekrutmen kader yang sudah “jadi” atau berproses di partai  politik lain sebelumnya. Karena tidak bisa 
dipungkiri partai Nasdem merupakan partai politik debutan di pemilu 2019. Namun, karena pendatang baru Partai Nasdem lebih mengedepankan sosok bakal caleg yang sudah berproses di partai politik lain dengan beberapa inancia antara lain ketokohan, inancial, dan kematangan visi. Caleg yang eksternal yang  sebelumnya bukan kader partai Nasdem setelah ditetapkan dan terpilih mewakili Partai Nasdem harus menjadi anggota Partai Nasdem. Untuk faktor penghambat Partai Nasdem karena merupakan partai pendatang baru mengalami kesulitan untuk mendapatkan tokoh-tokoh terbaik.
6.  Partai Keadilan Sejahtera (PKS)  Kandidasi Pencalonan Anggota Legislatif oleh Partai  Keadilan Sejahtera (PKS) dengan cara pendekatan terhadap caleg yang memiliki basis suara yang besar. Pencalonan  PKS lebih pada pendekatan langsung kepada bakal caleg. Faktor pendukung basis massa PKS yang cukup besar membuat banyak bakal caleg yang berminat untuk mengajukan diri menjadi Caleg dari PKS.  
7.  Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kandidasi Pencalonan Anggota Legislatif oleh Partai  Partai Persatuan  Pembangunan (PPP) Kabupaten Sidoarjo. Lebih mengutamakan kader  dari internal partai untuk di jadikan calon anggota legislatif yang mewakili Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Proses mekanisme hampir sama dengan di partai politik lain. Dalam prosesnya dimulai dari sosialisasi, pendaftaran, seleksi oleh tim Bappilu, dan terakhir penetapan calon anggota legislatif. Syarat dari dari PPP untuk bakal caleg di partai kami mudah hanya tunduk pada  aturan yg berlaku di partai kami. tim Bappilu merupakan tim yang  menghandel proses pencalonan caleg di partai PPP.
8.  Partai Bulan Bintang (PBB) Kandidasi Pencalonan Anggota Legislatif oleh Partai PBB seperti kebanyakan partai politik lain. Karena kita sadar dari awal berdirinya PBB partai ini kurang mendapatkan antusiasme dari masyarakat/pemilih. Jadi ketika ditanya  pencalonan anggota legislatif yang ada di PBB. Mulai dari sosialisasi, pembukaan pendaftaran, dan penetapan caleg oleh Badan Pemenangan Pemilu Partai Bulan Bintang. Hampir semua caleg dari  PBB merupakan kader internal dari PBB disesuaikan dengan jabatan  yang ada distruktural PBB. Ideologi PBB partai islam yang non muhammadiyah maupun Nahdatul Ulama yang menjadi jati diri PBB dari dulu.
9.  Partai Amanat Nasional (PAN)  Kandidasi Pencalonan Anggota Legislatif oleh Partai PAN  Yang pertama di mulai dari  pembukaan sosialisasi dan pendaftaran. Dilanjutkan dengan proses penjaringan atau seleksi yang cukup ketat yang melibatkan ketua DPC  PAN. Yang terakhir  penetapan bakal calon anggota  legislatif menjadi calon anggota legislatif yang mewakili Partai Amanat  Nasional (PAN) yang ditetapkan oleh Badan Pemenangan Pemilu  (Bappilu) atas persetujuan dan rekomendasi Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN).  
10. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)  Kandidasi Pencalonan Anggota Legislatif oleh Partai Gerindra adalah membuka  pendaftaran bagi kader internal maupun  eksternal yang ingin menjadi calon anggota legislatif di Partai Gerindra. Proses  pendaftaran dikawal oleh tim Badan  Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Gerindra.  Setelah, itu tahap seleksi bakal calon anggota legislatif yang di lakukan oleh Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Gerindra. Penetapan bakal calon anggota legislatif untuk menjadi calon anggota legislatif mewakili partai Gerindra.
Tahap Proses Pencalonan Anggota Legislatif Oleh Partai Politik
Dari tahapan Kandidasi Pencalonan Anggota Legislatif oleh Partai di atas terbagi menjadi 3 (tiga) alur seleksi tahap I, seleksi  tahap II dan seleksi tahap akhir. berikut ini uraian tentang alur mekanisme rekrutmen calon anggota legislatif oleh partai politik.
Pertama. Seleksi Kelengkapan Administrasi. Dalam seleksi tahap pertama panitia penerimaan pendaftaran bakal calon anggota legislatif harus ada berkas-berkas administrasi pelamar bakal calon anggota legislatif yang masuk kedalam sekretariat panitia penerimaan pendaftaran bakal calon anggota legislatif kemudian bakal di seleksi oleh tim penjaringan atau tim rekrutmen calon anggota legislatif partai politik. Dimana tim tersebut sebagian besar partai politik menggunakan tim yang namanya Bappilu (Badan Pemenangan Pemilu) yang di bentuk atau masuk dalam struktur organisasi Partai Politik. Tim penjaringan atau tim rekrutmen calon anggota legislatif partai politik menyeleksi kelengkapan administrasi berkas lamaran bakal calon anggota legislatif sebagaimana beberapa kriteria kelengkapan administrasi yang diwajibkan untuk dilengkapi oleh bakal calon anggota legislatif. Keseluruhan kerja tim penjaringan atau tim rekrutmen calon anggota legislatif partai politik ini diawasi oleh ketua Badan Pemenangan pemilu (Bappilu) dan ketua umum Dewan Pimpinan Partai Politik. Setelah berkas-berkas kelengkapan administrasi bakal calon anggota legislatif dianggap lengkap atau memenuhi syarat, maka selanjutnya, bakal calon anggota legislatif yang telah memenuhi persyaratan. kemudian bakal calon anggota legislatif partai politik mengikuti seleksi atau tahapan selanjutnya.
Kedua.  (Wawancara, dll).  Dalam seleksi  tahap ini para bakal calon anggota legislatif melewati serangkaian kegiatan diantaranya wawancara serta tatap muka secara langsung dengan tim Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu), dimana tim penilai ini bekerja sama dengan pihak eksternal bisa dari kalangan  akademisi atau sesepuh partai politik. Serangkaian tes dilakukan oleh Dewan Pimpinan Partai yang bertempat di masing-masing sekretariat (kantor) Dewan Pimpinan partai. Proses seleksi yang dilakuakan di tahap ini, parameter penilaiannya dilakukan berdasarkan standar Dewan Pimpinan partai politik. Sedangkan parameter penilaiannya terkait dengan visi misi, program, peka dan peduli terhadap permasalahan rakyat, yang di dalamnya juga di nilai tentang profil seorang bakal calon anggota legislatif yang mempunyai nilai ketokohan, basis massa, pendidikan, modal finansial yang digunakan untuk maju dalam pemilihan legislatif dll dari bakal calon anggota legislatif.
Ketiga.  Seleksi Tahap Akhir.  Setelah proses-proses penjaringan bakal calon anggota legislatif diatas dilakukan secara seksama. Tim penjaringan atau tim rekrutmen calon anggota legislatif melakukan rapat koordinasi dengan ketua umum Dewan Pimpinan Partai dan ketua Badan Pemenagan Pemilu (Bappilu) Dewan Pimpinan partai politik sebelum memberikan hasil penilaian akhir. Setelah itu tim kemudian memberikan hasil penilaian dalam bentuk bobot angka yang menunjukkan hasil total skoring dari setiap bakal calon anggota legislatif. Dalam keseluruhan proses seleksi tahap ini, keseluruhan hasil seleksi atau penjaringan bakal calon anggota legislatif dalam penetapannya dilakukan sidang-sidang yang langsung dipimpin oleh ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) dan ketua umum Dewan Pimpinan partai politik. Dimana nantinya didalam sidang-sidang tersebut nantinya diadakan koordinasi dan penetapan bakal calon anggota legilatif untuk dijadikan calon anggota legislatif yang akan mewakili partai politik dalam pemilihan legislatif. Untuk selanjutnya, penetapan nomor urut caleg dilakukan 
berdasarkan kriteria ketua umum partai politik dan tim Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu). Jumlah calon anggota legislatif yang telah ditetapkan menyesuaikan dengan jumlah kuota yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).  Yang mana masing-masing partai politik maksimal mendaftarkan calon anggota legislatif sesuai dengan kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Analisis Teori 
Akhir-akhir ini perhatian kita tersita oleh hiruk pikuk Pemilihan Legislatif serentak 2019. Partai politik sibuk mencari calon kandidat yang akan dijagokan merebut kursi DPRD,DPRI RI, DPD. Proses kandidasi yang dilakukan partai politik ini menjadi ujian bagi partai politik. Menjelang Pemilu 2019  Partai Politik  sibuk menjaring, menyeleksi dan menempatkan kader-kader yang akan diadu sebagai calon anggota legislatif. Jika kita mengacu pada UU pemilu, penyusunan  daftar calon anggota legislatif  dilakukan oleh partai politik dengan mekanisme demokratis. 
Proses penyusunan calon anggota legislatif  disebut juga sebagai kandidasi.   Istilah kandidasi sering dipertukarkan dengan rekrutmen politik. Ada pihak yang menarik batas diantara dua istilah tersebut, tetapi ada pula yang menganggap istilah tersebut dapat dibedakan tapi tak bisa dipisahkan. Bagi yang membedakan istilah tersebut, rekrutmen politik diartikan sebagai bagaimana potensial kandidat ditarik untuk bersaing dalam jabatan publik. Sedangkan kandidasi dimaknai sebagai proses bagaimana kandidat dipilih dari kandidat-kandidat yang potensial. 
Kandidasi merupakan fungsi penting partai politik, jika gagal dalam menjalankan fungsi ini maka ia berhenti menjadi partai politik. Kandidasi menjadi isu yang sensitif terkadang juga misteri, bahkan disebut sebagai “Kebun Rahasia  Politik”.  Fenomena kandidasi sesungguhnya dapat menjelaskan banyak hal mengenai partai politik,  diantaranya adalah  Kandidasi akan menunjukan politik representasi yang berusha dihadirkan partai politik. Individu yang direkrut merepresentasikan kolektivitas entitas tertentu. (Nikmah, 2015:104)
Melihat dari besarnya signifikansi proses penyusunan daftar calon anggota legislative tersebut, sudah sepantasnya kita memberikan perhatian yang besar. Partai politik juga harus sungguh-sungguh menghadirkan kader-kader yang kredibel, berintegritas dan memiliki kapasitas tinggi. Agar masyarakat mendapatkan wakil-wakil yang dapat dipercaya dan dapat benar-benar merepresentasikan kepentingannya.
Faktor penting bagi kandidasi  ketika masuk dalam arena kontestasi politik khususnya ditingkat lokal adalah hadirnya motivasi dari dalam diri, tentunya banyak hal lain yang harus dipertimbangkan para kandidat dalam proses tersebut. Motivasi tersebut tidak hanya datang dan tumbuh dari dalam diri setiap kandidat itu sendiri, factor-faktor lain juga dapat mempengaruhi tumbuhnya motivasi. Motivasi kandidat pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan pertimbangan strategis pada level individu saja, modal sosial dan modal politik dalam membangun jejaring, bahkan pengalaman pers onalterkait kandidasi ini memperlihatkan bahwa motivasi seorang kandidat calon dalam pilkada sangat dipengaruhi oleh kombinasi ambisi personal, dorongan eksternal, pengalaman berinteraksi dengan institusi sosial dan politik, kemapanan karir, dukungan finansial serta posisi status sebagai calon.
Dinamika Proses Kandidasi Calon Legislatif Pada Pileg 2019  bagi calon  legislatif memunculkan dinamika yang tidak sederhana. Dinamika proses kandidasi calon Legislatif tidak dapat dipisahkan dalam tahapan proses kandidasi diantaranya kandidat menyeleksi diri sendiri dan kandidat diseleksi oleh partai politik, selain itu terdapat tahapan terakhir yaitu kandidat diseleksi oleh pemilih. Seleksi Diri Seleksi diri sendiri menjadi faktor bagi setiap kandidat untuk memutuskan apakah dirinya maju atau  tidak dalam proses kandidasi saat pemilu akan berlangsung. Seleksi diri lebih menekankan pada aspek kemauan yang ada dalam dirinya dan ada kaitannya dengan psikologis kandidat sehingga memotivasi dirinya baik ambisi maupun peluang jabatan yang ada dalam diri kandidat. (Nurhajizah, 2017: 100.101) Terlihat bahwa calon Legislatif ini sadar akan kapasitas diri yang berkompeten. Kompetensi yang mereka miliki diukur dari segi kesuksesan mereka dalam berkarir sebelum memutuskan mencalonkan diri sebagai anggota Lagislatif.
Proses Seleksi oleh Partai Politik Proses seleksi kandidat yang dilakukan oleh partai untuk menjadi calon  legislative  diartikan sebagai proses rekrutment sesuai dengan mempertimbangkan kriteria dan syarat yang telah ditentukan oleh partai. Proses seleksi ini sangat penting  mengingat fungsi partai salah satunya untuk membuktikan adanya sistem perekrutan atau seleksi yang dilakukan oleh partai politik secara lebih modern.
Pertama, tahap persiapan yang dilakukan oleh setiap partai. Tahapan ini dilakukan hampir oleh seluruh partai politik di Indonesia. Kegiatan ini dilakukan untuk menjaring dan menyaring kandidat. Dibentuk oleh tim seleksi diantaranya menjaring kandidat dari internal maupun eksternal partai atas dasar usulan dari bawah. Selanjutnya menuyusun kriteria kandidat terutama sisi kompetensi dan keahlian kandidat serta menentukan perbandingan pembagian calon kandidat  internal dan eksternal partai. Tim  seleksi juga menentukkan syarat-syarat calon yang objektif bebas dari korupsi, gratifikasi, kolusi maupun nepotisme.  
Dari sinilah pertimbangan terakhir untuk menetapkan seorang kandidat untuk pileg langsung dan serentak 2019. Tim seleksi disebut sebagai gatekeeper yang artinya menyaring siapa saja yang memenuhi kriteria sebagai kandidasi.
Kesimpulan  
Dinamika dan Proses Kandidasi  Calon Pemilihan Legislatif Partai Politik 2019 hampir sama dengan model rekrutmen partai politik. Dimulai dengan sosialisasi pendaftaran, seleksi, setelah itu dilakukan dengan penetapan calon anggota legislatif oleh tim Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) partai politik dan di beri nomor urut sesuai dengan kriteria ketua umum partai politik dan Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu). Selanjutnya, di daftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan ditetapkan menjadi Calon Anggota Legislatif (Caleg)  sesuia dengan nomor urutnya.
Motivasi  Calon Pemilihan Legislatif  berlangsung secara serentak  di 2019  dipengaruhi oleh  beberapa faktor yaitu Ambisi Personal, Motivasi Ideologis, dan Dukungan Eksternal termasuk dari dorongan dan dukungan jaringan kultural kandidat. Ambisi personal yang tinggi dari kandidat menjadi awal yang baik bagi keputusan mereka untuk maju dalam Pileg serentak ini, dukungan eskternal dari keluarga, partai politik, dan berbagai jaringan kultural kandidat ini nampak sebagai faktor penguat dan berpengaruh.  Salah satu contoh posisi calon sebagai kandidasi dipandang sebagai keuntungan apabila kandidat termuda untuk menonjolkan kapasitas politik yang dimilikinya. Pengaruh terbesar bagi kandidat datang dari dukungan partai politik pengusung. Kandidat akan direkomendasikan oleh parpol karena dianggap terkualifikasi untuk menjadi calon anggota Legislatif, untuk membawaa nama baik partai dengan mendulang suara partai politik, meskipun begitu kandidat yang telah direkomendasikan partai, tetap harus melewati proses kandidasi baik secara formal maupun informal.
Rekomendasi
	Adapun rekomendasi penulis dalam melihat  kelembagaan partai politik untuk pencalonan kandidasi sebagai berikut :  
1)	Penguatan pelembagaan partai politik untuk menjamin rekrutmen yang  dilakukan menghasilkan kader-kader yang sesuai dengan ideologi partai politik dan yang  terpenting mampu menerapkan ideologi bangsa Indoensia.  
2)	Partai politik harus tetap mempertahankan konsistensi dalam melakukan  Proses Kandidasi Calon Legislatif  sesuai syarat yang ditentukan oleh masing-masing partai sehingga nantinya dihasilkan anggota legislatif yang berkualitas  sesuai ideologi masing-masing partai dan sesuai harapan dari rakyat karena anggota legislatif merupakan wakil rakyat dalam menyampaikan aspirasi di pemerintahan. 
3)	Fungsi rekrutmen partai tidak boleh terlepas begitu saja dari fungsi parpol lainnya seperti pendidikan politik. Melalui pendidikan politik inilah kader parpol akan dibina sebagaimana mestinya agar mampu memanggul beban berat sebagai wakil rakyat.
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Penetapan Calon Anggota Legislatif Oleh Partai Politik

Gambar.2.




Partai Politik melakukan sosialisasi pendaftaran bakal calon anggota legislatif kepada seluruh kader internal maupun eksternal partai politik

Para kader internal maupun eksternal partai politik mendaftarkan diri sebagai caleg dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh tim Badan .
Pemenangan Pemilu.

Setelah mekanisme penjaringan selesai maka nama-nama yang lolos dalam penjaringan akan dibawa ke sidang pleno partai politik untuk di  -  daftarkan ke KPU

Setelah mengikuti kegiatan tersebut,  maka bakal caleg akan diseleksi dengan metode skoring untuk ditetapkan menjadi calon anggotalegislatif

Bakal calon anggota legislatif yang sudah mendaftarkan diri, mengikuti proses penjaringan atau seleksi yang dilakukan tim Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) atas persetujuan dan pengawasan ketua umum partai politik
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